
PEMERIIITAH KABUPATEN BOJONEGORO s,s,.,. 
PSRATITR.Alf BUPA'l1 BOJOtnlGORO 

JfOIIOR 15 TABUN 2012 

TDTA!fG 

KBI &ii tu&Jf DASAR PERHrnJJfGAJI PAJAK PBIORAJIIOAII JALAJf 

DEIIOA!f RABIi.AT TUHAll YUO IIAllA BSA 

BUPA'l1 BOJ01'£GORO, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakon ketentwm pnsal 2 buruf e 
Pcraturan 0-.,enth Kabupaten BoJonegoro Nomor 15 Tabun 
2010 tentang Pajak Daerah perlu menetnpkan Ketenruan 
Oasar Perhitun~n Paj8k Penerangan Jalan yang d1tuangkan 
daJam Peraturan Bupati; 

Mengmgat 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang 
Pembenrukan Daemh KnbupRten/Kota di Llngkungan 
Provins, Jawa Tunur (diumumkan tanggal 8 Agustus 
1950); 

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pldana (Lembaran Neg:ua Tahun 1981 Nomor 76. 
Tambaban Lembaran Negara Nomor 3204) ; 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tabun 1997 tentang Sadan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lcmboran Negaro RI tabun 
1997 Nomor 40. Tambahan LembHnm Negara Nomor 
3684); 

4 . Undang Undang Nornor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan l'll)ak dengan S\uat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1997, Nomor 42. Tambo.han 
Lembaran Negara Nomor 3686) s--twgaimaoa telah 
diubaha dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 
(Lembamn Negara Tahun 2000, Hornor 129, Tambahan 
Lembaran Negnra Nomor 39871, 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tenrang 
l'l,nyelengganw.n Negara yang Bersib dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotismc (Lembaran Negnra Taliun 
1999 Nomor 75, Tambahan 1..emboran Negara Nomor 
38511; 

6 . Undaog-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah clan Relribusi Daer.th (Lembaran Negara T1<hun 
2009 Nomor 130, Tambehan Lemboran Negara Nomor 
50491 ; 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmcrintaban Daerab (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371 
St'!bega,mana telah diubeh yang kedua kali drngan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lcmbaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahao Lernberan Nepra 
Nomor 48441 , 
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8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintab Pusat dan 
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Tabun 2004 
Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4438); 

9 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
lbnbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 52341; 

10.Peraturan Pemerinlab Nomor 65 Tabun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negi,ra Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Negara Nomor 4138) ; 

11. Pera tu ran Pemerintab Nomor 79 Tabun 2005 ten tang 
Pedoman Pembinaan dan Peng:awasan Penyel<:nggaraan 
Pemerintab Daerah (Lembaran Negara Tabun 2005 Nomor 
165, Tambaban Lcmbaran Negara Nomor 4593) ; 

12.Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Peroerinraban antara Pemerintah, 
Pemerinlaban Daerab Provinsi, dan Pemerinlahan Daerab 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

13.Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tabun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ; 

14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerab ; 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten 
Bojonegoro Tabun 2010 Nomor 15) ; 

IIEIIUTUSltAJI : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEIITAllG KETDTUAJI DA.SAR 
PERHlTUJIGAK PAJAK PBNERAllGAl'f J.ALAN. 

BAB I 
KETEIITUAN UJIUJI 

Pasal] 

Dalam Peraturan Bupali ini. yang dimaksud denga.n : 
1. Daerab adalah Kabupaten Bojonegoro; 
2 . Pemerintah Daerah adalab Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro ; 
3 . Bupati adalab Bupati Bojonegoro ; 
4 . Dinas Pendapatan adalab Dina.s Pendapatan Kabupaten 

Bojonegoro ; 
5 . Kepala Dinas adalah Kepala Oinas Pendapatan 

Kabupatcn Bojonegoro ; 
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6. Pejabat yang ditunjuk adalah pcgawai yang diberi tugas 
tcrtentu di bidang pcrpajakan daerah ; 

7. Pajak Daerah, yang sclanjutnya disebut pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang tenuang oleb orang 
pnoadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidalc mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebcsar-bcsamya kemakmuran rakyat; 

8. Pajak Penerangan jalan yang selanjutnya disebut PPJ 
adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumbcr lain; 

9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
dapat dikenakan PPJ. 

10. Wajib pajak adalah orang pnbadi atau badan, melipuli 
pembayar pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai 
bak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketcntuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

11. Wajib PPJ adalah pengguna dan/ar.au penycdia tenaga 
lislrik yang mempunyai bak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan daerah. 

12. Objek PPJ adalah pengguna tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri m.aupun yang diperoleh dari sumber 
lain. 

13. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satuJ bulan kalender, 
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajakyang terutang. 

14. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengiui tahun kalender. 

15. Pajak. yang lerutang adalah pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat dalam massa pajak, dalam tahun pajak, 
atau dalam bagi,m tahun pajak sesuai dengan ketentuan 
peratura.n perundang-undangan perpajakan daerah. 

16. Pemungutan adalab suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyjek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegjatan penagiban 
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan setorannya. 

17. Surat Pemberilabuan Pujak Daerah, yang :sclanjut:nya 
disingkat SPf PD adalab surat yang digunakan Wajtl> 
pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan daerab. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerab, yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besamya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

19. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero). 
20. Pen•sahaan Listrik lainnya yang disebut penycdia tenaga 

listrik adalah penyedia tenaga listrik selain PT. PLN. 
21. Kilo Watt Hour disingkat kWh adalahsatuan daya listrik. 
22. Tarif dasar listnlc yang selanjucnya disingkat TDL adalah 

Larif listrik. 
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BABII 
NAHA, OBJ'EK DAN stlBJEK PAJAK 

Pasal 2 
Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak 
penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri 
maupun diperoleh dari sumber lain 

Pasai3 

(1) Objek PPJ merupakan pcnggunaan tenaga listrik, bail< 
yang dihasilk<on sendiri maupun yang diperoleh dari 
sumber lain. 

(2) Tenaga lislrik yang dihasilkan scndiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit 
listrik. 

(3) Tenaga listrik dari sumbcr lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari 
layanan PT.PLN maupun penyedia listrtl< lainnya. 

Pa.sal 4 

(1) Subjek PPJ yaitu orang pribadi atau badan yang 
mengguna.kan dan/atau menyediakan tenaga listrik. 

(2) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan tenaga listrik.. 

BABID 
DAS,\R PENGEJlfMN, TARD' DAIi CARA PER.HITUNGAllf PPJ 

Pasal 5 

(I) Dasar pengenaan PPJ adalah Nilai Jual Tenaga Listrik; 
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) ditetapkan : 
a. Dalam bal tenaga listrik berasal dari sumber lain 

dengan pcmbayaran, Nilai Jual Tenaga Ustrik 
merupakan jumlah tagiban biaya beban/tetap 
ditambah dengan biaya p,,maikaian kWh/variable yang 
ditagih.kan dalam rekeoing listrik. ; dan 

b. Dalam hal tenaga listrik dibas,lkan sendiri, Nilai Jual 
Tenaga Llstrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, 
tingkat penggunaan listrik, jangka waklu penggunaan 
listrik, dan barga satuan listrik yang berlaku di wilayah 
daerah. 

Pasal 6 

Tarif PPJ ditetapk:an sebagai berikut : 
I. Penggunaan listrik yang berasal dari sumber lain : 

a. Golongan industri sebcsar 3% (tiga persen) ; dan 
b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain sela.in 

yang diatur pada huruf a. tarif PPJ ditetapkan 
sebesar 10% (sepuluh persen). 
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2. Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 
sebcsar 1,5 % (satu koma lima pcrsen). 

3. Tarif Dasar Listrik PPJ ditentukan sebagaimana 
tercantum d.aJam Lampi.ran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan ini 

PasaJ 7 

(1) Besaran pokok PPJ yang terutang dibicung dengan cara 
mengatikao tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 6 
dengan dasar pengenaan pajak ,.,.bagaiman'\ dimaksud 
dalam pasaJ 5. 

(2) Hasil penerimaao PPJ sebagian dialokasikan untuk 
penyediaan penerangan jalan. 

BAB IV 
KETEJITUAN JAii l'IYALA LISTRlK BUKAN DARI PLII' 

Pasal 8 

(1) Didalam pemakaian energi listrik dalaJn satuan kWh 
ditenlukan oleb jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik 
yang dipergunakan. 

(2) Berdasarkan jam oyala yang diberlakukan, maka jam 
nyala minimal pembangkit listrik bukan dari PLN 
ditetapkan sebagal berikut : 
a. Peng.,nunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan ; 
b. Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; 
c. Penggunaan Darurat ditetapkan 30 jam/hulan. 

BABV 
IIASA PAJAK DAN SAAT TERllTANG PAJAK 

Pasal 9 

(1) Masa PPJ adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
bulan kalender. 

(2) pPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat 
penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD. 

BAB VJ 
llE'-, E_ll....,1'0"A1' PERALIHAII 

PasaJ 10 

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rojonegoro 
Nomor 15 tahun 2011 tcntang Pajak Daerah, Dasar 
Perbitungan PPJ menggunakan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraluran ini. 
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BAB XVII 
KETENTUAII PElroTUP 

Pasal 11 

Pada saal peraturao ini berlaku, pajak yang masih lerutang 
yang telah ada sebelum adanya Pcraturan in.i, masih dapat 
ditagih selama jangka waktu 5 (Jima) tahun terhitung sejak 
saat terutang. 

Pasal 12 

Peratur-an Bupati ini mulai berlaku pada langgal 
diundangkan. 
Agar sctiap orang dapat meogetahuinya, memerintahkao 
pengundangan Peraturan Bupati in.i deogan penempataonya 
dalam Serita Oaerah Kabupaten Bojonegoro. 

Diuodangkan di Bojonegoro 
pad a tanggal 16 ~bruari 20 I 2 

Oitetapkan di Bojonegoro 
pact:. tangg-J 16 Pebruari 2012 

BUPATI BOJONEGORO 

ltd 

IL SUYOTO 

SBKRETARIS DAERAB KABUPATEK BOJOIO!GORO 

ttd. 

SOEBADI MOELJOl!IO 

IIERITA DAERAH KABUPATEl!I BOJONEGORO TABUl!I 2012 l!IOIIOR 15. 

~linan sesuai dengan aslinya 
SEKRBTARISDAERAH KABUPATEif BOJOl!IBGORO 

Drs.. so::::toii.roJ10.iik 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 l 008 



NO 

1 
I 

2 

3 

4 

5 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 15 TAHUN 2012 
TANGGAL : 16 PEBRUARI 2012 

TARD' DASAR LJSTRIK 
UNTUK KEPEIU.UAl'I BJSllIS 

GOU)NGAN I 
8ATASDAYA 

REGIJLER 
PRA BAYAR TARIF I BIAYA PEMAJAlAJ'I (Rp.KVA) DAN 
(Rp/kWl~ BIAVA kVArh ,_,kVA.-h> 

2 3 4 s B- 1/TR ◄SOVA Blok I : 0 s.d 30 kWh : 254 535 
Blok 11 : diata$ 30 kWh : 254 

0-1/TR 9()()VA Blok. I: 0 s.d 108 kWh : 420 
Blok II : <liams 108 kWh : 495 

630 

8-1/TR l.300VA 795 795 

B-1/TR 2.200VA s.d 905 905 
S.SOOVA 

' B-2/TR , 2.200VA s.d Blok I : H I x 9()() 1.100 
5.SOOVA Blok II: H2 x 1.380 

6 I B-3/TR DialaJ! 200 KVA Blok WBP • K x 800 . 
Blok LWBP • 800 
kVAm:905 

I I 

BUPATI BOJONEGORO 

ttd 

H.SUYOTO 

~ sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATE!f BOJOIJEGORO 

bri. SOE~~Ei:Jo::&.IR( 
.Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 I 008 



OOLONGM 
"° TARrt:" 

1 2 
I I- I/TR 

2 I-1/TR 

3 I-1/TR 

◄ 1-I/TR 

5 l• l/TR 

6 1-2/TR 

7 I-3/TR 

8 
1 t--4/TR 

I 

LAMPIRAN Tl : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 15 TAHUN 2012 
TANGGAL : 16 PEBRUARI 2012 

TARJF DASAR USTRIK 
"Ull""""'tumK KEPERLUAN INDUSTRI 

8ATASDAYA 

3 
◄SOVA 

9()()VA 

1.300 VA 

2.200VA 

3.500 VA s.d 
14 KVA 

14 KVA s.d 
200I..VA 

200 KVA s.d 
30.000KVA 

30.000 .KVA kc~tas 

R£GIJLER 
PRA BAYAR 

BIAYA PEMALAIAN IRJ>.KVA) DAN fRl,/kWb) 
BJAYA kVArb 11>~/ kVArbl 

4 5 
Blok I : 0 s.d 30 kWh : 160 ◄85 
Blok D : diotas 30 kWh : 395 

Blok I: 0 s.d 72 kWh : 315 600 
Blok D . diaJ:as 108 kWh : 405 

765 765 

790 790 

915 915 

Blok WBP • K x 800 -
Bk>k L WBP = 800 
kVArh = 875 .., 

Blok WBP = K x 680 . 
Blok LWBP • 680 
kVAm • 735•-) 

Blok WBP - K x 605 . 
Bk>k LWBP = 605 
kVArb • 605'""') 

BUPATI BOJONEGORO 

ttd 

B . SUYOTO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
~ DAERAB KABUPATE!f BOJONEGORO 

fui"Iio~ELJONl>,-
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 l 008 



 

I 

OOLONGAN NO 
TARII' 

1 2 
I R• I/ TR 

2 R· l /TR 

I 
3 R- 1/ TR 

4 R- 1/TR 
I 

5 I R-2/TR 

6 R-3/TR 

LAMPIRAN lll: PERATURAN BUPA1l BOJONEGORO 
NOMOR : 15 TAHUN 2012 
TANGGAL : 16 PEBRUARJ 2012 

TARIF DASAR LISTRJK 
UNTUK KEPERLUAN RUJIAR TABGGA 

REGIH.ER 
BATAS DAYA BIAVA PEMAL\JAH IRJ>.KVAJ DAN 

BIAVA kVArb IRni tvArb) 
3 4 

450VA Blokl :0s.d30kWh : 169 
Blok O · di•tas 30 kWh s.d 60 kWh : 360 
Blok U : diata.s 60 kWh : 495 

<JOO VA Blok I : 0 s.d 20 kWh : 275 
Blok II : diatas 20 kWh s.d 60 kWh : 445 
Blok fl : diatas 60 kWh : 495 

l.300VA 790 

2 .200VA 795 

3 .SOOVA s.d 890 
5.500VA 

6.600 VA Blokl-111 x890 
kc ata.s Blok U ~ H2 x 1.380 

PRABAYAR 
(~/ kWhl 

5 
◄ IS 

605 

790 

795 

890 

1330 

BUPATI BOJONEGORO 

ttd 

B.SOYOTO 
~ sesu.ai dengan aslinya 

SEKRE'I'AMSL~ KABUPATEN BOJONF.GORO 

Mi. Sb~OEWONO,lbl 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 I 008 


